
 

BAB IV  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL 

LOGGING YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA 

MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 

KUHP 

 

A. Pertanggungjawaban tindak pidana illegal logging yang dilkukan secara 

bersama-sama menurutnegakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak 

pidana yang dilakukan oleh pembuatnya. Tegasnya, yang 

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. 

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya 

seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban 

pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana.
50

 

Dalam bidang hukum pidana, hanya kelakuan-kelakuan yang dapat 

menyebabkan hal hakim pidana menjatuhkan hukuman, dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pertanggungjawaban itu adalah 

pertanggungjawaban pidana.
51

 

Prinsip hukum pidana, selalu mempermasalhkan antara tindak pidana yang 

bersumber pada asas legalitas, dan pertanggungjwaban pidana yang bersumber 
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pada asas culpabilitaas. Hal ini terjadi pula ketika membicarakan mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging. 

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, 

pandangan yang monistis dan pandangan dualistis. Pandangan yang monistis 

antara lain dikemukan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” sebagai 

suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan 

hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme bahwa strafbaar 

feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah 

dianggap bahwa terjadi starfbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.
52

 

Penganut pandangan monistis tentang strafbaarfeit berpendapat bahwa 

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga anasir yakni :
53

 

a. Toerekeningsvatbaarheid dari pembuat; 

b. Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kealkuannya, 

yakni; 

1) Kelakuan disengaja-anasir sengaja, atau 

2) Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai – 

anasir kealpaan 

c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana pembuat – anasir toerekenbaarheid. 

Sedangkan penganut pandangan dualistis mengaangap bahwa syarat-syarat 

untuk dipidana diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, 
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lalu sesudahnya dibuktikan kesalahan subyektif pembuat.
54

 Dengan kata lain, 

syarat untuk dijatuhinya pidana haruas disertai pula pertanggungjawaban pidana 

yang harus ada pada diri pembuat. Sehingga menurut pandangan dualistis bahwa 

setiap orang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana. 

Dengan melihat dua pandangan tersebut, bahwa masalah 

pertanggungjawaban pidana tetap berkaitan erat dengan unsur kesalahan. 

Sehingga, unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan hal 

yang sangat krusial. 

Beradasarkan uraian mengenai dua pandangan dalam masalah 

pertanggungjwaban pidana diatas, maka menurut penulis, kesalahan yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana illegal logging baik kesengajaan maupun 

kealpaan dapat memenuhi pandangan dualistis sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, karena dalam tindak pidana illegal logging, pelakunya, selain 

harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam 

rumusan Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, para perlakunya pun harus memenuhi syarat pertanggungjawaban 

pidana. Pelaku tindak pidana illegal logging dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas dasar rumusan Pasal 50 dan Pasal 78 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan yang apabila diperhatikan termasuk delik materil dan delik 

formil. Untuk rumusan delik materil dapat dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1), 

yang menunjuk Pasal 50 ayat (2). Isi Pasal 50 ayat (2) adalah : 

“setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan 
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bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan 

hutan”  

 

Pasal ini merumuskan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan. Yang menjadi intinya adalah bukan uraian perbuatan tetapi 

perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Sehingga yang lebih 

dititikberatkan adalah akibat dari tindak pidana illegal logging yang dilakukan 

oleh para pelakunya, harus di pertanggungjawabkan oleh para pelakunya sendiri. 

Sedangkan untuk delik formil dapat dijumapi dalam rumusan Pasal 78 ayat 

(1) dan (2), yang merujuk ketentuan di Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). 

Inti dari Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang menunjuk ketentuan di Pasal 50 

ayat (1) dan ayat (3) adalah adanya larangan terhadap orang dan atau badan 

hukum untuk melakukan suatu kegiatan di kawasan hutan. Maka dengan 

diadakannya tindak pidana oleh pelaku illegal logging, terhadapnya diancam 

dengan hukuman dan timbul atau tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak 

dipersoalkan. Sehingga pelaku illegal logging mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Dimana para pelakunya harus memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab. 

Kemapuan untuk bertanggungjawab merupakan salah satu unsur 

pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur lainnya dalam bentuk hubungan 

anatara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 

Dalam tindak pidana illegal logging  unsur kesengajaan terdapat dalam 

Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (12) Undang undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan. Dengan dicantumkannya unsur sengaja dalam Pasal 78 

repository.unisba.ac.id



 

Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, jelas terlihat bahwa 

pertanggungjawaban didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban beradasarkan 

kesalahan. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging 

didasarkan pada asa kesalahan atau asas culpabilitas. 

Bertolak dari asas kesalahan tersebut, maka dalam pertanggungjawaban 

pidana terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging dimungkinkan pula 

diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (strict liability), karena pelaku tindak 

pidana illegal logging dapat dipidana semata-mata karena telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana illegal logging yang terdapat dalam rumusan Pasal 50 dan 

Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tanpa 

memperhatikan kesalahan “tanpa memperhatikan kesalahan” bukan berarti dalam 

strict liability pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan mengabaikan 

kesalahan pembuat. Sebaiknya, kesalahan dipandang ada, sekalipun tidak ditinjau 

lebih jauh mengenai kesengajaan atau kealpaan pembuat tindak pidana sehingga 

terdakwa tindak pidana illegal logging dinyatakan bersalah hanya dengan 

membuktikan telah dilakukannya tindak pidana illegal logging. Secara teoritis, 

dalam pertanggungjawaban pidana dimungkinkan adanya penyimpangan 

terhadap asas kesalahan dengan menggunakan strict liability atau vicarious 

liability. 

Dalam putusan-putusan kasus illegal logging di Indonesia selain 

diterapkannya pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada Undang udang 

Kehutanan, ketentuan Pasal 55 KUHP pun turut diterapkan. Karena berdasarkan 

tindak pidana illegal logging yang terjadi, tindak pidana illegal logging pasti 
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dilakukan lebih dari dua orang. Dalam melakukan kegiatannya, pembuat di bantu 

oleh orang lain, yang justru karena turut sertanya orang lain ini, maka peristiwa 

pidana illegal logging itu mungkin dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut maka 

tindak pidana illegal logging penyertaan termasuk juga kedalam tindak pidana 

penyertaan, maka dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pihak yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 KUHP adalah 
55

 : 

a) Orang yang melakukan (pleger) 

b) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) 

c) Orang yang turut melakukan (medepleger) 

d) Orang yang sengaja melakukan (uitlokker) 

Menurut Utrecht, turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban 

para pelaku tindak pidana yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa 

pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir-anasir 

peristiwa tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka 

bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas 

dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut serta mereka sudah tentu 

peristiwa pidana tersebut tidak akan terjadi.
56

 

Tindak pidana illegal logging dapat diselesaikan oleh bergabungnya 

beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingka 

laku tertentu, dari tingkah laku mereka itulah melahirkan seuatu tundak pidana 

illegal logging. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang juga mudah 

untuk menetukan siapa diantara mereka yang perbuantannya telah memenuhi 
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rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana 

itu. Dalam tindak pidana illegal logging, orang-orang yang terlibat melakukan 

wujud perbuatan yang berbeda-beda. Tindak pidana tersebut timbul karena dan 

atas keterlibatan para pelakunya, artinya perbuatan pada masing-masing orang 

mempunyai andil terhadap terwujudnya illegal logging. Perbuatan mereka, antara 

wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang 

terhadap perbuantan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni 

tindak pidana illegal logging. Ketentuan penyertaan yang dimuat dalam KUHP 

tersebut bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-

orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun 

psychis (subyektif). 

Dari keterangan diatas, diperoleh bahwa orang-orang yang terlibat dalam 

kerjasama yang mewujudkan tindak pidana illegal logging, perbuatan masing-

masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan-

perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang 

sedemikian eratnya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh 

yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak 

pidana illegal logging, yang kemudian membawa dampak kerugian-kerugian 

yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. 

Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang 

terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau 

beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu yang berbeda. Dalam kasus 

illegal logging seperti yang telah diuraikan oleh penulis dalam Bab III, tampak 
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jelas bahwa tiap orang melakukan perbuatan yang berbeda, dan tiap perbuatan 

mempunyai andil yang tidak sama terhadap terwujudnya tindak pidana illegal 

logging tersebut. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan 

berat ringannya tanggung jawab peserta yang terlibat lainnya seperti nahkoda. 

Yang kemudian menjadi persoalan dalam ajaran penyertaan tersebut 

adalah bagaimana para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan 

yang sama karena telah melakukan tindak pidana illegal logging tersebut secara 

bersama-sama atau dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat 

tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap 

terwujudnya tindak pidana illegal logging. 

Dalam KUHP, untuk keseluruhannya dalam menentukan orang-orang 

terlibat dalam penyertaan, lebih condong pada ajaran obyektif, walaupun tidak 

meninggalkan ajaran subyektif. Menyangkut tentang sistem pembebanan 

pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan, dalam doktrin hukum pidana 

dikenal ada dua (2) sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu 
57

 : 

1) Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-

sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan pertanggungjawabakan 

secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa 

dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukan maupun apa yang ada 

dalam sikap batinnya; 

2) Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-

sama terlibat kedalam suatu tindak pidana di pandang dan 
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dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai 

dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam 

mewujudkan tindak pidana. 

Berdsarkan kedua sistem tersebut, maka berdasarkan KUHP, tindak pidana 

illegal logging menganut sistem pertanggungjawaban yang pertama. Dimana 

pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana illegal 

logging yang dilakukan secara bersama-sama, tidak memperlihatkan luas 

sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak 

pidana illegal logging, semua orang yang terlibat dalam tindak pidana illegal 

logging dibebani tanggungjawab pidana yang sama seperti orang yang 

melakukannya sendiri. 

Tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat 

pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun 

pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (Pasal 56) beban tanggungjawabnya 

dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok mededader pada Pasal 55, 

yakni beban tanggungjawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada 

tanggungjawab pelaku mededader, dimana menurut Pasal 57 ayat (1) 

ditetapkannya bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 

kejahatan, dikurangi sepertiga”. Jika melihat ketentuan tersebut maka kedua 

sistem tersebut dapat digunakan dalam sistem pembebanan pertanggungjawaban 

pidana.
58

. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Pasal 50 dan Pasal 78, bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus 

illegal logging adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, termasuk 

badan usaha. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

belum dengan secara tegas terlihat ajaran apa yang digunakan dalam 

membebankan pertanggungjawaban pidana baik terhadap orang, badan hukum, 

maupun badan usaha. Secara teoritis, pembebanan pertanggungjawaban terhadap 

para pelaku tindak pidana illegal logging menjelaskan bahwa masing-masing 

orang yang terlibat dalam tindak pidana illegal logging dipertanggungjawaban 

berbeda sesuai dengan peran dan fungsinya. Namun yang menjadi permasalahan 

dalam pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang tersebut adalah tidak 

dijelaskan mengenasi spesfikasi yang jelas siapa yang dinyatakan sebagai orang 

yang menyuruh melakukan atau yang menganjurkan dan atau yang memberi 

pembantuan. Sehingga berdasarkan undang undang tersebut hanyalah pelaku 

materil atau pelaku langsung yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. 

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menurut Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 

tidak dapat dipisahkan dengan ketenutan Pasal 55 mengenai turut serta dalam 

pidana. Dengan turut diterapkannya Pasal 55 KUHP, maka antara yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan pidana dimintai pertanggungjawaban pidana yang sama tanpa melihat 

peranan dan andil para pelaku dalam melakukan tindak pidana illegal logging.  
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B. Penerapan sanksi pidana tindak pidana Illegal Logging yang dilakukan 

secara bersama-sama dalam prakteknya 

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakan hukum maka perlu adanya 

penjatuhan pidana oleh penguasa atau wewenang penguasan terhadap individu 

maupun badan hukum yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. 

Sebagaimana yang telah dijelasakan dalam bab sebelumnua teori penjatuhhan 

pidana terbagi tiga (3) teori absolute, teori relative atau teori tujuan dan teori 

gabungan. Dengan melihat pertimbangan teori tersebut menurut penulis teori 

gabungan merupakan teori yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana 

terhadap tindak pidana illegal logging. Karena teori gabungan tidak hanya 

mengedepankan tindakan reprensif saja, melainka juga perlunya mengedepankan 

tindakan yang bersifat preventif. Selain itu orientasi kebijakan pidana dalam 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana 

ditegaskan dalam paragraph 18 penjelasan umum, bahwa pemberian sanksi 

pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera 

bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Hal ini pada dasarnya menganut 

tujuan pemindanaan berdasarkan teori relatif. 

Menurut pandangan tersebut bahwa tujuan pemindanaan itu tidaklah 

semata-mata untuk menakut-nakuti orang banyak, melainkan pelaku tindak 

pidana itu akan berpikir kembali untuk melakukan pelanggaran hukum, karena 

pelanggaran hukum itu sendiri memilki sanksi yang berat, dengan perkataan lain, 
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tujuan pemindanaan tersebut akan memberikan efek jera bagi siapapun yang 

melakukan perbuatan yang dimaksud. 

Begitu pula penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan 

ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini 

merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu unsur 

lingkungan hidup.
59

 Sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup 

dipergunakan sebagai ultimatum remedium. Sebagai senjata terakhir, akhir dari 

suatu mata rantai dengan maksud untuk menghapuskan akibat-akibta yang 

merugikan terhadap lingkungan hidup. Artinya bahwa sanksi pidana dalam 

bidang lingkungan termasuk kehutanan hanya merupakan penunjang saja bagi 

sanksi lainnya seperti sanksi administrative dan sanksi pidana.
60

 

Sedangkan fungsi sanksi pidana dalam kepidanaan hukum lingkungan 

termasuk kehutanan telah berubah dari ultimatum remendium menjadi instrument 

penegakan hukum yang bersifat premium remendium. Bahwa ketentuan tentang 

sanksi pidana dalam undang-undang kehutanan tentang tugas pemerintah 

menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong 

ditingkatkannya upaya pelestraian lingkungan hidup termasuk kehutanan 

didalamnya, yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara 

pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan yang terintergrasi dalam satu 

konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, 

bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadari 
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kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa menaati ketentuan itu, dikenakan 

sanksi sebagai tindak pidana.
61

 

Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum 

lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat hukum 

kehutanan yang sangat istimewa karena menyangkut aspek perlindungan hutan 

untuk pendayagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, 

untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, adanya 

hubungan timbal balik antara manusia dan lingkunga, sehingga perusakan hutan 

yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya 

daya dukung lingkungan yang menentukan beban atau biaya sosial yang tinggi 

pemulihannya. Oleh karena itu, sanksi pidana sangat diperlukan dalam 

penegakan hukum kehutanan. 

Sejalan dengan perkembangan tindak pidana illegal logging yang semakin 

rumit untuk diberantas, tindak pidana tersebut dapat dikaji dari aspek aturan 

pidana yang ada tuntutan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai lex specialis dari tindak pidana dibidang 

kehutanan. Pada saat berlakunya undang-undang tersebut yang merupakan lex 

specialis dibidang kehutanan, maka berdasarkan ketentuan penutup undang-

undang terrsebut Pasal 83 mencabut Undang undang Nomir 5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dalam undang-undang tersebut 

tidak diatur terhadap kejahatan dibidang kehutanan. Namun diatur dalam 
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peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 19 Undang undang Nomor 5 Tahun 

1967 tersebut. 

Dengan demikian dalam rangka menegakan hukum pidana terhadap 

kejahatan di bidang kehutanan khususnya dibidang illegal logging, yang menjadi 

dasar hukum dalam penegakan hukum pidana (penal) terhadap tindak pidana 

illegal logging tersebut, antara lain : 

a. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

Ketentuan pidanan yang diatur didalam Pasal 50 dan sanksi pidananya 

dalam Pasal 78 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999, merupakan salah satu 

dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan 

secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat 

terhadap setiap yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat 

menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan (penjelasan 

umum paragraph ke-18 UU No.41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan 

hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi 

juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang 

kehutanan sehingga timbul rasa enggan melakukan perbuatan melanggar hukum 

karena sanksi pidananya yang berat. 

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 

yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang 

digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat pula 

dijauhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan tersebut dapat dicermati 

dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999. 
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Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang 

melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU No.41 Tahun 

1999. 

Berdasarkan kenteuan pidana dan sanksinya yang diatur dalam Undang-

undang No.41 Tahun 1999, dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan 

dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal 

logging. Tetapi dalam unsur-usnur ketentuan pidana dalam Undang-undang 

No.41 Tahun 1999 terdapat beberapa kelemahan yang diakibatnkan adanya sifat 

selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegak hukum dalam ketentuan 

pidana terletak belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku tindak pidana 

illegal logging. Rumusan unsur-unsur ketentuan pidana  memang sangat efektif 

untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian 

kayu tanpa ijin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan 

tindak pidana illegal logging dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan 

pelanggaran konsensi penebangan kayu ataupun yang tanpa ijin melakukan 

operasi penebangan kayu. Akan tetapi perkembangan kasus illegal logging saat 

ini justru diindiksikan banyak melibatkan oknum pejabat penyelenggaraan 

negara lainnya, yang justru menjadi bagian dari pelaku intelektual dalam illegal 

logging,  belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-undang 

No.41 Tahun 1999 tersebut. 

Keterlibatan pegawai negeri sipil maupun militer, oknum pejabat serta 

oknum aparat pemerintah atau penegak hukum lainnya baik selaku pemegang 

saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung 
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melakukan kegiatan bisnis kayu, acapkali lolos dari jeratan hukum, sehingga efek 

selanjutnya adalah tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Subjek hukum dalam tindak pidana illegal logging sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, terbatas pada 

orang dalam pengertian baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, 

akan tetapi belum mengatur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dan 

pegawai negeri, demikian juga pengaturan sanksi tambahan terhadap pelaku 

individu dan korporasi. 

Secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

belum memberikan definisi tentang illegal logging, belum mengatur tentang 

tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran, 

terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan 

yang berpotensi meningkatkan intensitas tindak pidana illegal logging. Oleh 

karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku-pelaku tindak pidana illegal logging yang secara tegas tidak diatur dalam 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut. Pada 

akhirnya dalam upaya penegakan hukum, pelaku-pelaku tersebut dimungkinkan 

untuk lolos dari tuntutan hukum. Terkait dengan perkembangan tindak pidana 

illegal logging sebagaimana dicermati dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini tidak cukup 

efektif atau dapat dikatakan tidak dapat mengakomodasi perkembangan tindak 

pidana illegal logging yang berkembang dari masa ke masa. 

b. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 
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Pengaturan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 diatur dua 

macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi 

pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. 

Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) 

sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan 

(4), sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, 

Pasal 33. 

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam 

Undang-undang tersebut antara lain : 

1) Perbuatan, baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan 

kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun 

ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, 

taman hutan raya dan taman wisata. 

2) Perbuatan, baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, 

memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, 

memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan, namun demikian 

ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang 

dilindungi yaitu jenis spesien terntentu yang terancam kepunahan 

(Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990)  

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1990 tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1990 hanya secara khusus mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran 

terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk 
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diterpakan terhadap illegal logging hanya sebagai instrument pelengkap atau 

sebagai pasal lapisan tuntutan (subsidaritas) dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana illegal logging. Dan perlu diperhatikan bahwa ketentuan 

tersebut hanya dapat berfungsi jika unsur-unsurnya terpenuhi.  

c. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 

Ketentuan pidana dan sanksinya terhadap keiatan illegal logging 

berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 ada dua jenis pidana 

berdasarkan Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran 

sedangkan sanksi pidananya ada empat macam yaitu pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk 

melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. 

PP No. 28 Tahun 1985 ini hanya mengatur tentang kejahatan dan 

pelanggaran yang secara khusus dilakukan dalam hutan lindung. Sama seperti 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, ketentuan pidana dalam PP No.28 Tahun 

1985 ini hanya sebagai pelengkap (subsidaritas) atas tindak pidana illegal 

logging dan ketentuan ini hanya secara khusus mengatur tentang tindak pidana 

illegal logging yang dilakukan di dalam hutan lindung. Jika dibandingkan dengan 

ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam PP 

No.28 Tahun 1985 tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan 

pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Sanksi pidana menurut 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 juga relatif lebih berat jika dibandingkan 
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dengan sanksi pidana yang diatur dalam PP No.28 Tahun 1985 yang relatif lebih 

ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil. 

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana, maka PP No.28 Tahun 1985 ini 

terdapat kerancuan dalam penerapan sanksi pidana yang berat terhadap tindak 

pidana terhadap hutan. Hal tersebut dikarenakan sangat jarang formulasi tindak 

pidana dan sanksi dimuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah, karena pada 

umumnya tindak pidana sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-undang, 

sedangkan ketentuan pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 

1967 justru diatur dalam PP No.28 Tahun 1985. Pengaturan sanksi pidana yang 

ditetapkan dalam PP No.28 Tahun 1985 ini sebenarnya merupakan penjebaran 

dari Pasal 19 ayat (1)  Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 yang berbunyi 

“Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, 

berupa hukuman pidana penjara atau kurungansan/atau denda”. Oleh karena itu 

dalam menetapkan PP No.28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam 

penerapannya harus selalu dilihat dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1967. Namun demikian, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 

41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi. 

Di samping ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai illegal 

logging dalam lingkup kehutanan, ketentuan pidana diluar lex specialis dapat 

pula ditemukan dalam KUHP sebagai lex generalis sekaligus menujukan sifat 

pendayagunaan sarana penal yang komplementer dalam pengaturan tindak 

pidana illegal logging ini. Berikut uraian mengenai cakupan tindak pidana yang 

dapat digunakan dalam mendekati tindak pidana illegal logging di dalam KUHP.  
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d. Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Tindak Pidana illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang 

diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Ada dua jenis 

criteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-

orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus. 

Berkenaan dengan tindak pidana illegal logging merupakan tindak pidana khusus 

yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya dikategorikan khusus sebagao 

extra ordinary crime, yaitu untuk delik- delik kehutana yang menyangkut 

pengelolaan hasil hutan seperti Perusakan Pasal 406 -412 KUHP, Pencurian 

Pasal 363 KUHP, Penyelundupan, Pemalsuan Pasal 263-276 KUHP, Pengelapan, 

dan Penadahan. 

Berdasarkan kedua kasus yang diuraikan penulis dalam bab III, terlihat 

bahwa ketentuan yang digunakan dalam putusan kasus illegal logging hanyalah 

ketentuan pidana berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 78 Undang undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun, selain diterapkannya Pasal tersebut 

diterapkan pula Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, seperti yang telah 

diuraikan penulis dalam bab 4 mengenai pertanggungjwaban pidana. Dalam 

kedua kasus illegal logging yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab III, 

tampak jelas bahwa tiap orang melakukan perbuatan yang berbeda, dan tiap 

perbuatan mempunyai andil dan tidak sama terhadap terwujudnya tindak pidana 

illegal logging tersebut. Hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam 

hal menentukan berat ringannya tanggungjawab peserta yang terlibat lainnya 

seperti nahkoda. Namun dalam kedua kasus yang telah diuraikan penulis dalam 
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bab III, perbuatan berbeda yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana illegal 

logging tidak dijadikan pertimbangan dalam hal menentukan barat ringannya 

sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku illegal logging.  

Semua pelaku dipertanggungjawabkan secara bersama-sama karena para 

pelaku tersebut dikualifikasikan sama sebagai orang yang turut serta melakukan. 

Sehingga sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana illegal 

logging tersebut adalah sama, tidak dibedakan antara pelaku yang satu dengan 

pelaku yang lainnya. Hal ini terlihat pula dalam keduan kasus yang telah 

diuraikan dalam bab III, dimana semua pelaku dikenakan sanksi pidana yang 

sama. Namun hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku lainnya 

karena dengan peran dan kedudukan masing-masing pihak yang terlibat dimintai 

pertanggungjawaban yang sama, karena seharusnya terhadap para pelaku yang 

melakukan kegiatan illegal logging secara bersama-sama tersebut dimintai 

pertanggungjawaban yang berbeda sesuai dengan peran dan kedudukan masing-

masing pelaku yang terlibat untuk memnuhi rasa keadilan bagi para pelakunya. 

Dari segi hukum penanganan illegal logging di Indonesia sudah terlihat 

dalam Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan ketentuan 

pidana lainnya seperti yang telah disebutkan diatas. Namun dalam prakteknya 

meskipun sudah beratnya ancaman yang dikenakan terhadap pelaku, tetapi 

aktivitas illegal logging terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena pelaku 

tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa, bukan cukong atau otak 

utamanya. Mereka ini pada umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar 

bulanan dengan hukuman denda yang tidak seberapa pula. Belum pernah 
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pengadilan di Indonesia menjatuhkan pidana maksimal terhadap para pelaku 

utama illegal logging. Tersangka yang tertangkap operasi hutan lestaripun tidak 

semuanya divonis bersalah. Berita terakhir dari kasus Papua 14 diantaranya 

divonis bebas. 

Sanksi pidana Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 jo Undang undang 

Nomor 1 Tahun 2004 yang memiliki sanksi pidana denda yang paling berat 

dibadningkan dengan ketentuan pidana lain, ternyata tidak member efek jera 

kepada pelaku tindak illegal logging. Hal ini karena UU kehutanan yang lebih 

ditekankan pada sanksi administrasi dan perdata, setelah itu baru sanksi pidana 

diterapkan. 

Jika yang digunakan hanya UU kehutanan maka pelaku utama cenderung 

hanya dapat dijerat sanksi administrasi dan denda. Berdasarkan catatan ICW dari 

tahun 2010-2014, lebih dari 71% aktor utama yang awalnya berhasil dijerat 

penyidik, justru divonis bebas. Dan 14,29% hanya dihukum dibawah satu tahun. 

Persoalan ini selain berada di tatanan penegakan hukum, tentu juga disebabkan 

oleh kelemahan mendasar UU Kehutanan. Misalnya Pasal 80 ayat (2) Undang 

undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bagian ini merupakan celah 

hukum yang sangat besar. Disebutkan, “setiap pemegang ijin apabila melanggar 

kenteuan diluar ketentuan pidana Pasal 78, dikenai sanksi administratif”. Hal ini 

mengakibatkan banyak cukong dan pelaku utama dibebaskan. Dalam Pasal 80 

jelaskan bahwa pembalakan yang dilakukan dengan ijin diluar ancaman piadan 

Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. Di titik inilah, asas lex specialis UU 

Kehutanan menjadi tidak sempurna. Karena berdssarkan Pasal 63 ayat (2) 
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KUHP, penggunaan aturan khusus hanya dapat dilakukan jika keduanya sama-

sama diancam sanksi pidana. 

Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan hak, peringatan, atau 

denda dilakukan oleh instansi yang menerbitkan ijin (DEPHUT). Sedangkan, 

sanksi pidana dijatuhkan melalui mekanisme peradilan. Karena sangat umum 

dalam ilmu hukum, aturan administratif tidak mungking mengesampingkan 

aturan pidana.
62

  

Penegakan hukum atas illegal logging telah diatur dalam UU Kehutanan 

dan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang itu telah diatur sanksi 

administrasu, sanksi perdata, dan terakhir sanksi pidana. Dengan demikian, 

sanksi administrasi dan perdata yang lebih dulu diterapkan, baru sanksi pidana 

sebagai pilihan terakhir. Secara teori, hukum pidana memang ditempatkan 

sebagai ultimatum remedium atau senjata terakhir. Namun dalam konteks hukum 

lingkungan terkini, hukum pidana bisa diterapkam sebagai premium remedium.  

Tidak relevannya ultimatum remedium diterapkan dalam tindak pidana 

illegal logging, karena saat ini illegal logging sudah menjadi permasalahan yang 

sangat mengkhawatirakan, sehingga perlunya menjadikan sanksi pidana sebagai 

instrument yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau 

perusakan lingkungan. Pilihan jatuh pada hukum pidana karena suatu kerusakan 

tidak dapat dipulihkan, misalnya penebangan pohon, perbaikan atau pemulihan 

kerusakan termasuk tidak dapat dilakukan secara fisik. 
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Sejalan dengan perkembangan tindak pidana illegal logging kententuan 

pidana yang diterapkan sebagai dasar  pemindanaan yang diberikan kepada 

pelaku tindak pidana illegal logging adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana 

sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 78 Undang undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dengan penerapan sanksi pidana tersebut 

kepada pelaku tindak pidana illegal logging belum mampu menimbulkan efek 

jera kepada pelaku tindak pidana illegal logging. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa penerapan sanksi pidana illegal logging dalam prakteknya yang masih 

didasarkan pada Pasal 78 jo Pasal 50 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan belum dapat diterapkan sesuai dengan diamanatkan undang-

undang tersebut, terlihat dari banyaknya pelaku-pelaku illegal logging yang 

bebas dari jeratan hukum, karena disebabkan pula dalam undang-undang tersebut 

masih terdapatnya celah-celah hukum yang menimbulkan tidak dapat 

diterapkannya sanksi pidana secara efektif. 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukan pada bab-bab 

terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan 

memeberikan saran sebagai berikut: 
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